BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ ¢/ ¢ 2 /2023

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

: a. bahwa salah satu tujuan Rencana Pembangunan Daerah

Aceh Singkil Tahun 2023-2026 adalah mewujudkan
reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional yang
dijabarkan kedalam road map reformasi birokrasi dan
tingkat pencapaiannya diukur dari rencana aksi reformasi
birokrasi, perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2023;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokraasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);



10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2016 Nomor 251,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentangPembentukan Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA  AKSI
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2023.

KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2023 tercantum dalam lampiran I dan
lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh
Singkil untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya
dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Aceh
Singki.

KETIGA - Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu menpunyai ruang lingkup :

a. rencana aksi reformasi birokrasi general;

b. rencana aksi reformasi birokrasi tematik;

c. target-target kinerja;dan

d. perangkat daerah koordinator dan perangkat daerah
pelaksana.

KEEMPAT : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dilakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala setiap triwulan.

KELIMA :  Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menjadi
Koordinator indikator melaporkan progres pelaksanaan
kegiatan rencana aksi secara triwulan kepada Bupati Aceh
Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh u.p Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM : Recana Aksi Reformasi Birckrasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dapat dilakukan perubahan karena :
a. terjadi perubahan roadmap Reformasi Birokrasi
Kabupaten Aceh Singkil,



b. adanya perubahan tema atau fokus pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang di tetapkan oleh pemerintah
pusat ataupun pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan

c. hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi roadmap
Reformasi Birokrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2023 dan sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal /O ANOvyem ey 2613

’ 26 A qL Avlwr \YWys H
r Pj. BUPAT

EH SINGKIL,




RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ Q*h,\womw

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAHUN 2023

Target Output Target Penyelesaian 2023 Perangkat Daerah
No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama | Tahunan n Rencana Aksi Jumlah Anggaran
(2023) Satuan Indikator Twl _ Tw2 _ Tw3 Tw4 _ Total Penanggung Jawab Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 Rp9 10 11
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif
1 |Penyederhanaan Birokrasi |Tingkat Implementasi 1 Penyederhanaan Struktur Jumlah regulasi
(Penyederhanaan Struktur |Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Perangkat Aceh Singkil kelembagaan perangkat i ) o
Organisasi)/ transformasi yang n.:.aﬁvxm: dengan Peraturan Perbup wwv:um.o: Aceh Singkil . . . 14 14 Rp13,974,200 gnﬁznmn mw“_mmu_ SKPK
organisasi berbasis kinerja Bupati Aceh singkil yang ditetapkan etdaka
dan agile
85% 2 Fasilitasi penyederhanaan
struktur organisasi perangkat Bagian O: isasi
docra iabiindien Aceh, Singhi SKPK Jumlah perangkat SKPK - = 14 13 27 Rp23,867,200 gl SKPK
3 Pengumpulan Dokumen Evaluasi Jumlah SKPK Bagian O R
yang N i ~ gian Organisasi
Jabatan Perangkat Dacrah SKPK mengusulkan laporan 20 26 1o Setdakab SRR
2 |Pelaksanaan Sistem Kerja | Tingkat implementasi sistem Penyusunan Peraturan Bupati
Baru dengan model fleksibel |kerja baru dan fleksibilitas Aceh Singkil tentang Sistem Kerja 2 . e
bagi Pegawai ASN bekerja pegawai 75% di lingkungan Pemerintah Perbup Jumlah regulasi yang - = - 1 1 Rp7,753,000 Bagian Organiaas: SKPK
3 N ditetapkan Setdakab
Kabupaten Aceh Singkil
3 |Pelaksanaan Arsitektur Indeks SPBE
SPBE Nasional :
Jumlah Dokumen Hasil
Penatalaksanaan dan . X
21 Pengawasan E-Government Rp3,038,900 Diskominfo
dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Tingkat Implementasi Diskominfo
MWMME Strategi Arsitektur Bhkarain
4 |Pelaksanaan Sistem Indeks Perencanaan 1 Penyusunan Rancangan Awal Jumlah Ranwal RKPD yang Badan Perencanaan
Akuntabilitas Kinerja Pembangunan RKPD Dokumen tersusun Pembangunan Daerah Seluruh Unit
Instansi Pemerintah yang 1 = % o 1 = Aceh Singkil Kerja
terinicgras 2 Penyusunan Keputusan Kepala Jumlah Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Daerah tentang Tim Penyusun Dokumen Daerah tentang Tim Pembangunan Daerah Seluruh Unit
RKPD Penyusun RKPD 1 i & & 1 Aceh Singkil Kerja
3 Penyiapan Surat Edaran Kepala Jumlah Surat Edaran
Daerah tentang Pedoman Kepala Daerah tentang
Penyempurnaan Ranwal Renja Dokumen Pedoman Penyempurnaan Badan Perencanaan
SKPA Ranwal Renja SKPA Pembangunan Daerah Seluruh Unit
1 5 = = 1 % Aceh Singkil Kerja
4 Verifikasi Ranwal Renja SKPA Jumlah Ranwal Renja SKPA Badan Perencanaan
Dokumen terverifikasi Pembangunan Daerah Seluruh Unit
46 = % & 46 ~ Aceh Singkil Kerja
S Pelaksanaan Forum Konsultasi Jumlah Berita Acara
Publik Ranwal RKPD X Kesepakatan Forum Badan Perencanaan
Berita Acara  |Konsultasi Publik Ranwal Pembangunan Daerah Seluruh Unit
RKPD 1 - - - 1 Rp16,783,200 Aceh Singkil Kerja




6 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Rancangan RKPD Badan Perencanaan
Dokumen yang tersusun Pembangunan Daerah Seluruh Unit
1 1 Rp199,750,000 Aceh Singkil Kerja
7 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Jumlah Berita Acara Badan Perencanaan
Berita Acara  |Kesepakatan Musrenbang Pembangunan Daerah Seluruh Unit
RKPD - 1 Rp203,476,550 Aceh Singkil Kerja
8 Penelaahan Pokok Pokok Pikiran Jumlah POKIR yang Badan Perencanaan
DPRA Pokir ditelaah Pembangunan Daerah
505 505 o Aceh Singkil
9 Penyusunan Rancangan Akhir Jumlah Rancangan Akhir Badan Perencanaan
RKPD Dokumen RKPD yang tersusun Pembangunan Daerah Seluruh Unit
w 1 - Aceh Singkil Kerja
5 10 Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Jumlah Hasil Fasilitasi Badan Perencanaan
Baik Akhir RKPD Hasil Fasilitasi |Rancangan Akhir RKPD Pembangunan Daerah Seluruh Unit
= 1 Rp19,796,800 Aceh Singkil Kerja
11 Penetapan RKPD Jumlah RKPD yang Badan Perencanaan
Dokumen ditetapkan Pembangunan Daerah Seluruh Unit
% 1 Rp45,899,565 Aceh Singkil Kerja
12 Penyusunan Rancangan Awal Jumlah Rancangan Awal Badan Perencanaan
RPJPA 2025-2045 Dokumen RPJPA 2025-2045 yang Pembangunan Daerah Seluruh Unit
tersusun . 1 Rp11,720,000 Aceh Singkil Kerja
13 FGD dengan berbagai pernangku Jumlah Notulensi FGD Badan Perencanaan
kepentingan Notuiensi yvang tersedia Pembangunan Daerah Seluruh Unit
: [ < Aceh Singkil Kerja
14 Pelaksanaan Forum Konsultasi Jumlah Berita Acara Forum Badan Perencana.
Publik Ranwal RPJPA 2025-2045 Berita Acara | Konsultasi Publik RPJPA Pembangunan Daerah Seluruh Unit
2025-2045 " 1 Rp15,750,000 Aceh Singkil Kerja
15 Penyusunan Rancangan Jumlah Rancangan Badan Perencanaan
Perubahan RKPD Dokumen Perubahan RKPD yang Pembangunan Daerah Seluruh Unit
tersusun - :{ B Aceh Singkil Kerja
16 Penyusunan Rancangan Akhir Jumlah Rancangan Akhir Badan Perencanaan
Perubahan RKPD Dokumen Perubahan RKPD yang Pembangunan Daerah Seluruh Unit
tersusun o 1 2 Aceh Singkil Kerja
17 Fasilitasi Rancangan Akhir Jumlah Hasil Fasilitasi Badan Perencanaan
Perubahan RKPD Hasil Fasilitasi |Perubahan RKPD yang Pembangunan Daerah Seluruh Unit
tersedia = 1 Rp19,796,800 Aceh Singkil Kerja
18 Penetapan Perubahan RKPD Jumlah Perubahan RKPD Badan Perencanaan
Dokumen yang ditetapkan Pembangunan Daerah Seluruh Unit
= 1 Rp19,813,500 Aceh Singkil Kerja
19 Reviu Renja SKPA Jumlah dokumen Renja Seluruh Unit
Dokumen |y pA yang di reviu . . -| Inspektoat Aceh Singkil Kerja
20 Penyusunan dan penyampaian
dokumen perjanjian kinerja Dekn Jumlah dokumen
Pemerintah Aceh Singkil tepat men Perjanjian Kinerja Seluruh Unit
waktu Pemerintah Aceh Singkil 1 1 < Biro Organisasi Kerja
Nilai SAKIP 65.00 1 Fasilitasi dan Penyusunan Pohon Jumlah SKPK yang Bagian Organisasi
Kinerja SKPK SKEK memiliki Pohon Kinerja 4c 46 ) Setdakab SHER
2 Fasilitasi dan Penyusunan Jumlah SKPK yang . e
cascading kinerja SKPK 5 memiliki cascading Kinerja Bagian Organisasi . X
SKPK Eseslon Il sampai dengan 46 46 - Setdakab-Inspektorat - SKPK tekait
individu Bappeda
3 Penyusunan rencana Aksi Sistem Jumlah rencana aksi N g
AKIP Pemerintah Kabupaten Acch | Dokumen  [Sistem AKIP Pemerintah ’ 1 - g SKPK
Singkil Kabupaten Aceh Singkil
4 Fasilitasi penyusunan LKJ SKPK Jumlah SKPK dan Bagian . ety %
B g e S Bagian Organisasi SKPK dan Bgian
dan Sekretariat Daerah SKPK/Bagian |yang difasilitasi 54 54 RpS,005,700 Sirdieab Gt Setie it
Penyusunan LKJ
S Penyusunan Laporan Kinerja Jumlah dokumen laporan BatanORahisast
_v.n:;n_”msgr Kabupaten Aceh Dokumen Kinerja Pemerintah 1 1 Rp10,430,700 m_mﬁamwww SKPK.
Singkil Kabupaten




Penyusunan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Aceh

Jumlah dokumen

Bagian Organisasi

Dokumen Perjanjian Kinerja 1 | RpS5,592,500 SKPK
Singkil Pemerintah Kabupaten Sctdakab
Penyusunan Rancangan SK Jumlah SK Bupati Acch A ORGRaa
Bupati Aceh Singkil Tentang Surat keputusan |Singkil Tentang Indikator 1 1 = Baglan Ocganisas) SKPK
Indikator Utama Utama Setdakab
Pengukuran Rencana Aksi Sistem Jumlah Dokumen . e
AKIP Dokumen pengukuran rencana Aksi 46 46 - Bagisn Organisan; SKPK
sistern AKIP Sctddial)
Pembinaan Sistem AKIP SKPK Jumlah SKPK yang : Mar
SKPK dilakukan pembinaan 46 46 - Bagian Organissst SKPK
Sistem AKIP Setdakab
S |Penguatan Pengelolaan Opini BPK Terlaksananya Penyusunan ) Tersedianya laporan R
Keuangan dan Aset pelaporan keuangan AFORARL keuangan semesteran - 1 BPKK
Terlaksananya Penyusunan N
p R Tersedianya Laporan "
WTP pelaporan prognosis realisasi laporan % - ) § BPKK
anggaran Pragnosis Keuangan
Terlaksananya Penyusunan Tersedianya laporan
pelaporan keuangan akhir laporan keuangan akhir tahun i 1 BPKK
Tindak Lanjut Rekomendasi .
BPK Melakukan Monitoring Evaluasi v.«Bn:Swn. Vn:vi.nwm_mz
Tindaklanjut Hasil . .
atas laporan keuangan yang Laporast Pemeriksaan BPK dan 1 4 117,204,000 Inspektorat Kabupaten Seluruh Unit
disajikan secara wajar dalam % ; 8 o Aceh Singki! Kerja
y Tindak lanjut Hasil
semua hal pada SKPD . Y £
pemeriksaan Apip
Persentase Sosialisasi
Penyelesaian
Sosialisasi penyelesaian TLHP Dokiiingh Tindaklanjut Hasil 2 Inspektorat Kabupaten Seluruh Unit
APIP pada Kampong (2 Kali) Pemeriksaan BPK dan - Aceh Singkil Kerja
Tindak lanjut Hasil
pemeriksaan Apip
70%
Persentase Sosialisasi
Penyelesaian
Sosialisasi penyelesaian TLHP Bekumen Tindaklanjut Hasil 2 ; Inspektorat Kabupaten Seluruh Unit
APIP pada OPD Pemeriksaan BPK dan Aceh Singkil Kerja
Tindak lanjut Hasil
pemeriksaan Apip
Persentase Penyelesaian
Tindak lanjut Temuan BPK RI dan r— ﬁhﬂ”ﬂ%ﬂ MWM:%: 1 4 ~ Inspektorat Kabupaten Seluruh Unit
APIP P rindak lanjut Hasi Aceh Singkil Kerja
pemeriksaan Apip
Indeks Pengelolaan Aset Peningkatan manajemen 1 Terlaksananya identifikasi 1 BPKK Seluruh Unit
aset/barang daerah apoTan aset daerah 5 Kerja
)
Revaiuasi/Appraisal Aset/Barang : Seluruh Unit
laporan Pengawasan yang lebih - 1 BPKK Zart
Dacrah akurat tentang aset daerah Kerja
Terlaksananya Pendataan dan 5
pemutakhiran data aset laporan Pengawasan yang lebih - 1 BPKK mo_:m: 7 nit
akurat tentang aset daerah era
6 |Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip 25.29 Penginputan dan Publishing daftar berkas lJumlah berkas
arsip statis ke dalam aplikasi SIKN penginputan dan
JIKN mempublish daftar arsip - 1
statis ke dalam aplikasi Dinas Perpustakaan dan UNIT
SIKN-JIKN - Kearsipan KEARSIPAN
Pendampingan Implementasi SKPK Jumlah SKPK Implementasi
Aplikasi Srikandi di SKPK Aplikasi Srikandi di SKPK = 46 Dinas Perpustakaan dan
- Kearsipan SKPK




3 Sosialisasi Aplikasi Srikandi SKPK Jumlah SKPK yang
tersosialisasi Sosialiasi z 46 = - 46 Dinas Perpustakaan dan
Aplikasi Srikandi - Kearsipan SKPK

4 Fasilitasi Penginputan Admin Unit Jumlah Akun Admin SKPK 4 Dinas Perpustakaan dan
Srikandi Kabupaten Aplikasi Srikandi - 2 - - £ - Kearsipan SKPK

S Fasilitasi Penginputan User unit Jumlah Akun User Admin
Srikandi di SKPK SKPK Aplikasi Srikandi " o = 58 58 Dinas Perpustakaan dan

- Kearsipan SKPK

6 Fasilitasi Penginputan tatausaha unit Jumlah Akun Tatausaha

Srikandi di SKPK Admin SKPK Aplikasi o - a 46 46 Dinas Perpustakaan dan
Srikandi - Kearsipan SKPK
7 Fasilitasi Penginputan satker unit Jumlah Akun Satker Admin
Srikandi di SKPK SKPK Aplikasi Srikandi = o 2 46 46 Dinas Perpustakaan dan
- Kearsipan SKPK
7 |Pelaksanaan Pelayanan Tingkat Implementasi 200
Publik Digital Kebijakan Transiormasi Jumlah Pelaku Usaha yang Ginas Pesianaman Modal
Digital MPP A R Mengikuti Bimbingan X
mw.rnw:,.m:wua AplilcisiDIgitalisas: Orang Teknis/ Sosialisasi 50 50 50 50 200 363,190,000 M“ﬂ_vw_”ww“ﬁﬁmﬂﬂ”r DPMPTSP
Implementasi Perizinan s £ Pe
Aceh Singkil
Berusaha
8 |Penguatan Pengelolaan Tingkat tindak lanjut jumlah kegiatan yang - -
Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat Sosialisasi dan publikasi dilaksanakan
(LAPOR) | Penggunaan aplikasi SP4N Lapor besiata 1 1 1 1 4 Dinas Komunikasi dan Seluruh Unit
sebagai wadah aplikasi pengaduan Egiatall 'nformatika Aceh Singkil Kerja
masyarakat s

2
Melaksanakan tindak lanjut
Laporan pengaduan masyarakat Jumlah Laporan 3 : 3 s
yang masuk serta meneruskannya laporan pengaduan yang 100% 100% 100% 100% 100% o _Wmonﬁwum_mm“ﬁﬂ.nx%um_w”wﬂ_ mn_:m_n:._mCEﬂ
kepada SKPK terkait dalam terselesaikan & H
penanganan aduan

9 Tingkat kualitas kebijakan ' - Jumlah tim penilaian .
70 1 Bm_ n.:.ﬂmﬁﬂﬂ“ﬁ hﬂ_ﬁwm..mxs: Kepbup mandiri indeks kualitas 8 8 15.000.000,- Bag Hukum ma_chwwcan
Pelaksanaan Tata Kelola Y kebijakan I
Kebijakan Publik N
Pelaksanaan penilaian indeks Jumlah laporan penilaian Seluruh Unit
2 Lualitas kebijakan Laporan 14 Geks kualitas kebijakan L L - Bag Hukum Kerja
10 Indeks Reformasi Hukum 1 e TS i A ilai Selurih unit
mbentukan Tim penilaian uml im penilaian N eluruh uni
0 mandiri indeks reformasi hukum Kepup mandiri IRH 10 10 270,000, Heg Hbkum kerja
2 Penilaian Mandiri Penerapan IRH Jumlah laporan penilaian Seluruh unit
Laporan mandiri IRH ! 1 - Bag Hukum kerja

3
Pembinaan pembentukan lJumlah Qanun dan Perbup Seluruh unit
peraturan perundang undangan Dokumen yang ditetapkan =Y 2 Bag Hukum kerja

Pelaksanaan Pembentukan % Pembi Tasilitasi d

Peraturan Perundangan- mbinaan fasilitasi dan - .

undangan = harmonisasi produk hukum Dokumen Mwﬁm:ﬁﬂb&:u Yang 394 394 Bag Hukum wn_c_“vmca;
lingkup Pemerintah Aceh P &

5 Pembinaan fasilitasi dan A
harmonisasi produk hukum Sokiimen Jumlah Produk ::_9:: ) a3 a3 Bag Hukum mn_:::.. unit
lingkup Pemerintah Kab/kota Kab/Kota yang difasilitasi kerja

6 Bantuan hukum kepada ASN Jumlah kasus yang Seluruh unit

Kasus disclesaikan - - - - 0 Bag Hukum dan BKA kerja

7 Bantuan hukum kepada Jumlah kasus yang

masyarakat Kasus dibayarkan = ; B = o Bag Hukum LBH




Pembentukan Tim Penillaian
Internal Evaluasi Penyelenggara

Jumlah peraturan daerah

Seluruh Unit

Kabupaten Aceh Singkil

1 Statistik Sektoral Pemerintah Dokumen ..o_.rm:.:,:u_ﬂ:nzﬁu_ o] 1 0] o] 2 Diskominfo Kerja
Statistik Sektoral
Kabupaten
g 2 Jumlah kegiatan
Pembinaan/pendampingan % . ot A
2 lusen data (SKPK) dalam Kegiatan vo_.:c.:nm.: dan 1 1 1 1 4 Dinas _A.o_.:_._n__Sw_. n_m:. ma_c:& Unit
Rl pendampingan yang Informatika Aceh Singkil Kerja
pemenuhan prinsip SDI 3
. dilaksanakan
. ... |Tingkat Kematangan
—1Pelaksanaan Data Statistik oo
SRl Mnn”w.nﬁuimm;m: Statistik 70% Pengumpulan data (SKPK) selaku Rp29,950,200
ore produsen dalam proses Persentase dokumen 500 " Dinas Komunikasi dan Seluruh Unit
3 menghasilkan data statistik dokumeny |elemen data sektoral 0% O % 703% Informatika Aceh Singkil Kerja
sektoral yang berkualitas
4 Proses pemeriksaan dan verivikasi doktmen M.uﬂﬂooﬂﬂﬂn“mwnﬂwh - 50% 60% 65% 70% 70% Dinas Komunikasi dan Seluruh Unit
data statistik sektoral (SKPK) e YANg Informatika Aceh Singkil Kerja
tervalidasi
Publikasi Data Statistik Sektoral Tersedianya buku profil Dinas Komunikasi dan Seluruh Unit
5 |paerah dokumen |4 erah g o 2 1 1 Informatika Aceh Singkil Kerja
12 |Penguatan Pengadaan Indeks Tata Kelola 48.04 b e - e Ll e - : -
Barang dan Jasa Pemerintah|Pengadaan g m.u..m:m 7 ,F_au Eo_m_c....m,(uan_.. Kegiatan “.”un@awmijummwﬂotfn (-3 25% 280¢ 25% 25% 100% Rp54,998,000 Bagian PBJ Scidakab
2 |M lola Sistemn E-Procurement Kegiatan VQEw.:J Unit
Kerja
Menyediakan Pelatihan Fepada i .
5% . 7 Terpenuhinya dan Seluruh Unit
3] |PPRatan Panitiaden Penyedia kegiatan | ocliharanya Sarana 25% 25% 25% 25% 100% Rp119,400,000 Bagian PBJ Setdakab Kerja
Barang/Jasa
Menyediakan sarana akses :
4 |internet bagi PPK atau Panitia dan kegiatan mn_:m_nﬁmc:_n
Penyedia barang/jasa )
Meningkatakan Kapasitas Pelaku .
5 |Pengadaan, PA, PPK, PPHP, Pelaku Seluruh Unit
Usaha Kerja
6 Peningkatan Kompetensi Pengelola Terlaks Pelatih Seluruh Unit
PBJ Kegiatan o b 25% 25% 25% 25% 100% Rp54,998,000 Bagian PBJ Setdakab Kerja
T o dan Advokasi PBJ
Fasilitasi Advokasi dan
_ |Managemcn Resiko Pelaksanaan Seluruh Unit
7 |Pengadaan Barang/Jasa Kerja
13 |Pembangunan Zona Tingkat keberhasilan N . . I Kab Inspektorat
Integritas di unit kerja pembangunan ZI 1 Unit 1 Pencanangan Deklarasi Nod:::n: Dokumen - 1 - - 1 47,612,075 napekiorat % paioh Kabupaten Aceh
Pembangunan Zona Integritas Aceh Singkil Singkil
Ll a3 ‘Terbentuknya TIM Tim
penyususian SK Tim rnawA Kerja Pembangunan Zona Inspektorat Kabupaten | Tim Pendamping
2 | Pembangunan Zona Integritas Dokuraen |, i coritas WBK Tahun 2023|  ° 1 = - 1 - Acch Singkil Zona Intergritas
Inspektorat Provinsi Aceh
14 [Penguatan implementasi Tingkat Maturitas SPIP Perumusan Kebijakan teknis " Seluruh Unit
Sistem Pengendalian Intern 3 dokumen - - - - 100% Rp38,986,000 Inspektorat Keria
15 |Penguatan Upaya Survei Penilaian Integritas 1 pengelolaan survei penilaian Laoran Seluruh Unit
Pencegahan Korupsi (SPY) integritas dokumen - S0% 25% 25% 100% Rp5,328,000 Inspektorat Kerja
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
1 Penguatan Sistem Merit  |Indeks Sistem Merit
Melaksanakan Penilaian Mandiri
Penerapan Sistem Merit ASN di Dokumen . Seluruh Unit
180 Lingkungan Pemerintah Penilaian Jumlah dokurnen : 4 1 Rp18,914,500 BKPSDM Kerja




Setdakab

a, |Penguatan Indeks Profesionalitas ASN
Profesionalitas ASN
Zn_w_nm_a.m:. vn:w:w:_..mJ Indeks Semua ASN Mendapatkan )
65 _u_dnnu_.o:m_:mw ASN di Lingkungan nilai rata rata ASN|Peningkatan/ Penguatan 1 1 . BKPSDM mn_c.w:a Unit
_u.nax:,.SS: Kabupaten Acch Kompetensi Sesuai Jenjang Kerja
Singkil dan dan Jabatan serta
memenuhi 20 JP setiap
Tahun
b. (Implementasi NSPK Indeks NSPK Melaksanakan Penilaian Indeks
Manajemen ASN Implementasi Norma Seluruh Unit
70 Standar, Prosedur dan Kriteria Dokumen Jumlah dokumen 1 1 Rp16,011,000 BKPSDM Kerja
(NSPK) Manajemen ASN
c. |Penataan Jabatan Tingkat Penerapan Kebijakan Penyusunan Peraturan Bupati
Fungsional Transformasi Jabatan Aceh Singkil tentang Jabatan 4 .
Fungsional 50 Pungsional dilingkungan Perbub Jumlah regulasi yang 1 1 BKPSDM schuuhtnt
8a ditetapkan Kerja
Pemerintah Kabupaten Aceh P )
Singkil
d. |Penguatan Manajemen Tingkat Implementasi
Talentas ASN Manajemen Talenta Penyusunan Peraturan Bupati
; Aceh Singkil tentang Manayj 1 Jumlah regulasi yang . Seluruh Unit
= Talenta dilingkungan Pemerintab |7 cUP ditetapken L 1 SXERDM Kerja
Kabupaten Aceh Singkil
Tingkat Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Penyusunan Peraturan Bupati
Yinerja ASN Aceh Singkil tentang Pengelolaan Jumlah regulasi yang Selurut . Init
22 Kinerja dilingkungan Pemerintah Eerbuly ditetapkan 5 ! Sidal Kerja
Kabupaten Aceh Singkil
2 |Pelaksanaan Core Values Indeks BerAKHLAK Laporan hasil survey indeks JJumlah SKPA yang
ASN Berahkhlak dan employer melaporkan hasil survey . L
65.00 engagement SKPK indeks Berahkhlak dan 46 < = = Bagian Organisasi SKPK
employer engagement Setdakab
Employer Branding
3 vn_wwg:wm: Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Fasilitasi pengisian FO1 PEKPPP Jumlah unit kerja yang Baiai Oraaiiassi RSUD-Dinsos-
Publik Prima 4.01 SKPK difasilitasi - - 3 - anﬁwmﬂv ot Kecamatan
Singkohor
Pembinaan dalam rangka Jumlah unit lokus evaluasi ’
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja } PEKPPP Kab/Kota Bagian Organisasi RSUD-Dinsos-
Penyelenggaraan Pelayanan Publik SKPK - - 3 - Setdakab Kecamatan
(PEKPPP) Singkohor
Penilaian Unit kerja Unit kerja Penyelenggaraan Bacian o e Tim Evaluator
Wmﬁa—n:nm!.ww: Pelayanan Publik SKPK Pelayanan Publik - = 3 - EMM ah,mw”“_uwu- Kabupaten Aceh
KPPP) Singkil
Pendampingan dan validasi hasil Jumlah laporan hasil B N Bagian
PEKPPP laporan |verifikasi penilaian unit N . 3 . wnemﬁmqﬂwa&_ Organisasi
pelayanan publik chan Setdakab
Fasilitasi penyusunan dan Jumlah unit kerja yang . o
evaluasi standar pelayanan SKPK difasilitasi 10 10 20 = Bagan Organisasl SKPK
SKPK/Cabdin/UPTD Setdakab
Penyusunan standar pelayanan Jumlah unit kerja yang g 5
SKPK memiliki standar pelayanan 10 10 20 = Bagian Organisasi SKPK




8 Pendampingan dan fasilitasi
penilaian kepatuhan dan evaluasi

Jumlah unit kerja yang
dilakukan pendampingan

Dinsos-Dinkes-

. Disdikbud-
penyelenggara pelayanan publik A A
terhadap standar pel d Bagian Organisasi Diselukoapil-

rhadap standar pelayanan dan SKPK Rp14,080,085 gian Organisasi DPMPTSP-Pkm
undang-undang pelayanan publik Setdakab 7
Simpang kanan-
Pkm Singkil
Utara
Survey Kepuasan Menyusun laporan Survey Jumlah laporan hasil f e
Masyarakat (SKM) Kepuasan Masyarakat Pemkab Laporan survey kepuasan = Bagian Organisasi SKPK

Aceh Singkil

masyarakat

Setdakab




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ Q.\\ A /2023

TENTANG
RENCANA  AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAHUN 2023
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik
Unit /Satuan Kerja
A = Output Target el 5
No. Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi Jenis Kegiatan Aksi Jumlah Anggaran Pelaksana
Satuan Indikator Twl  [Tw2 [Tw3 [twa [ Total Koordinator __ | Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 13
REFORMASI BIROKRASI TEMA STUNTING
Kelompok BKB yang Terdistribusinya
belum memadainya |telah ditetap oleh |Penyedi sarana BKB Kit Aniggota
1 vawﬁwuwé.\.mah“ vuwﬂw H“ahﬂv%gsgwﬂ& vnuuauumfi\.w_wh bantu ' a0 MM”MMMME BKBK | poger mw“hwwhﬂm 30 30 |Pengadaan BKB Kit Stunting Rp360,000,000 | DP3AP2KB Emﬂw%
mengatasi stunting  |dan Kanipung stunting terutama di desa .
Keluarga Berkualitas lokus stunting
_z.Eﬁwa—%m langicah Pendampingan
”nﬂﬂmmﬂh_”mdﬂnb Calon Pengantin, Ibu |Pendampingan Sasaran Calon _mﬁwn_»._”:: _MM. i
i % |hamil, Ibu Pasca keluarga beresiko Pengantin, Ibu hamil, SxopL S Bpotan o . " A Kociai Ak
g |epertiupaya o fnen Keluarga |stuntingoleh Tim | 12149 |Ibu Pasca Persalinan,| orang [D2%iPendampingan | 505 |5, 312 313 12149 |fcncamping Rp577,500,000 DOFCAALOr ggota
mendeteksi sejak dini S g > yang dilaporkan per stunting PLKB TPK
yang memiliki anak O {Pendamping Keluarga yang < e
faktor-faktor 23 Bulan Kelu memiliki anak 0 - 23 tiga bulan melalui
penyebab stunting arga Bilasi aplikasi E-Simil
dimasyarakat
Kurangnya Calon Pengantin, Ibu |Pendamping; Pencatatan Hasil Tersedianya data dan
monitoring dan hamil, [bu Pasca dan pemantauan Pemantauan informasi terkini P hasil Koordinaine
3 evaluasi kepada Persalinan, Keluarga |oleh kader Tim 12149 |Pendampingan orang |tentang kondisi 312 |312 312 313 12149 e athn uw tunting Rp525,000,000 PLKB kader TPK
sasaran beresiko yang memiliki anak 0 {Pendamping Sasaran Beresiko kesehatan sasaran
stunting 59 Bulan Keluarga Stunting beresiko stunting
Camat, Kepala
Puskesmas, Tenaga
Kurangnya Gizi, Dokter, Bidan, Rapat Koordinasi
pengawalan dan PKB/PLKB, Satgas pengendalian dan Daftar Rencana Kerja
evahiasi Salal a4 Lokak - : N L
L o o MMM_HF o SO S nts i L 10 x NM_.”MH@HWHESE Kegiatan w“w.“ﬂﬂmu%ng:ﬁn 2 3 3 10x  |Rapat Koordinasi Rp143,000,000 | DP3ap2kB |© x_wq\vﬂk.xm.
keluarga di tingkat Desa , PKK, Kader sasaran beresiko evaluasi
kecamatan PPKBD dan Sub stunting
PPKBD, Kader TPK,
Pendamping Desa
, piger s g Peningkatan Ahli Gizi
pemberian edukasi ”““MHWM%«HMW_; Operasional MNM.JI..-M“VMMM”W— Pengetahuan dan DP3AP2KB dan kader
gizi dalam rangka g DASHAT (Dapur : 5 a Ketrampilan keluarga pe g dan PPKBD ,
2 mencegah stunting W”—hhbwﬁmwiu..%b 8 |Sehat Atasi 100 MWNM” ._WSE ngwmt_-.u g 1| Brgatan beresiko stunting 4 2 3 10x Soscaliaasi £pZ70.000,000 Koordinator kader
belum optimal i 8 U stunting) (DASHAT) o dalam penyediaan PLKB Posyandu,
B makanan bergizi kader RGK

R4




: Koordinasi,
Be Optimaln, : ditasi 4
vﬂ—.w:”- rwﬂ.mw wn_w.»M—. Him Fesoopatan Susunan Faaititssl;cvaluasi, ”W—W“M”uw:nbu Anggota
6 Penurunan Stunting 4x |dan pelap  ; 1 1 1 4x rapat koordinasi Rp120,000,000 Ketua TPPS
dalam percepatan % Keanggotaan TPPS percepatan TPPS
nurunan Stuntin, (TSNS Sites ackior perCopaan 0 stuntin;
pe 8 penurunan stunting petianes: 2
K e Calon Pengantin
identi mn_ Wuw ST kerkurangan energi
kronis (Kek), Ibu identifikasi Kunjungan ke rumah lokus |Kajian Audit Kasus . Anggota
i s rm.wﬂmmwo hamil (kek), Tbu Nifas |penyebab stunting| *  |sasaran stunting |Stunting . - i 1 dxi [easmjungan Ketaa AKS Tim AKS
s beresiko stunting,
8 baduta stunting Rp80,000,000
Belum Optimalnya 4
i i . 3 o s Hasil rekomendasi
kajian tindak lanjut [Tim Audit Kasus Susunan Rapat Koordinasi Tim z ) B Anggota
8 pasca audit kasus Stunting Keanggotaan AKS 3 Audit Kasus Stunting Kegratan: can Joagisin 4_55 1 A 3 RepetKoordinnsl RESIEAS Tim AKS
5 kasus stunting
stunting
TTIIY pazittzeng
Penyediaan Pangan s formula 100, s
Jumlah Gizi 5 e Jumlah kasus gizi 3
Olahan Untuk i Distribusi, g Pengadaan Formula 100 (F-100) Dinas
9 K Nian Modis Balita Gizi Buruk M“M:bw M.-M!w 35 Kisuss Orang buruk yang 35 Balita Gizi Buruk) Rp774,060,000 Keschatan Kesmas
Khusus 8 Pencatatan dan e
10° Menurunnya angka | Meningkatnya 3¢ . <
- : e, o Dinas Bidang
Prevelensi Stunting | Partisipasi Rapat koordinasi a7
yang didorong Melalui| Masyarakat untuk Pokjanal Posyandu Orang LEEww. yang 4/ gran 24/orang | 24/orang 24/ oren 116/orang Rapat Koordinasi Rp4,400,000 Pesberdayaan | Pemberdaya
s . 3 : mengikuti Rakor g g Masyarakat an
Posyandu Terintegrasi|datang ke dan Tim Sekretariat
dan Kampung | Masyarakat
Posyandu
< taal Dinas Bidang
pemb _uo kj Kecamata jJumlah Pokjanal 11/Kecam 11/Keca| 11/Kecamat| Pembinaan Pokjanal Posyandu Pemberdayaan | Pemberdaya
Posyandu Tingkat . Rp138,600,000 M
K e n Posyandu yang dibinz. atan matan an Kecamatan asyarakat an
dan Kampung | Masyarakat
Dinas Bidang
" . Jumlah yang 5 Pemberdayaan | Pemberdaya
Pelatihan Kader KPM Orang mengilauti pelati 33 | orang 33/orang Pelatihan Kader KPM Rp35,000,000 Masyarakat 2
dan Kampung | Masyarakat
Jumlah Kampung DA
7 . 25 25 Pelatihan sekaligus Pemberian Pemberdayaan PKK
Implementasi RGK Desa |yang m__wxwm-..hwwu / pung / pung | Makanan Tambahan melalui RGK Rp62,500,000 Masyaral Kabup
Implementasi RGK
dan Kampung




Implementasi Aku Jumlah Kecamatan Dinas
K, . dilal 1 7
Hatinya PKK untuk yang ; 11/Kecamat Pelatil Rp40,000,000 Pemberdayaan PKK
Pencogahan Stunting n Implementasi Aku an Masyarakat Kabupaten
Hatinya PKK dan Kampung
Jumlah Kecamatan Dinas
Implementasi Pola 4
yang dilaksanakan Pemberdayaan =
sl > ik O Aocomate Implementasi Pola 11/ Kecema Pelatihan Rp40,000,000 Masyarakat FRE
Remaja untuk n an Kabupaten
= Asuh Anak dan dan Gampong
Pencegahan Stunting R 5
emaja Aceh
Jumlah Kecamatan Dinas
Implementasi UP2K "
K 1k 1
PKK untuk yang d ; n 11/Kecamat Pelatihan Rp40,000,000 Wmacna.mv.wms ) rECA
Pencegal Stunting n Implementasi UP2K an y K
PKK dan Kampung
Pelaksanaan Kegiatan Dinas
Gammawar 10 K Jumlah K 1 Pemberdayaan PKK
Program Pokok PKK = yang mengikuti Kecumatin Pembinaan Rp65,000,000 Masy. t Kabupaten
untuk Pencegahan Gamawar <
< dan Kampung
Stunting
REFORMASI] BIROKRASI TEMA
T. Pasar Muran
2. Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Dinas
wilayah keanggotaannya dalam Disterind
Pasar Murah, Daerah Kabupaten/Kota _Swn?ﬁ_cww
Pengembangan 3. Pemberdayaan usaha mikro Asistei
Keterjangkauan Harga|Pengendalian Harga |Harga Bahan UMKM, Peningkatan Terkendalinya harga yang dilakukan melalui Petekonomiis
{Kenaikan Harga Bahan Pokok/Pangan | Pokok/ Pangan Potensi Daerah dan  |Harga sesuai Harga Eceran HET HET HET HET pendataan, kemitraan, Rp3,170,751,636 &
Barang) Pokok Membuka Lapangan Tertinggi kemudahan perizinan, penguatan PeibanEanas
Kerja untuk daya beli kelembagaan dan koordinasi 5 .
3 z 2 Dinas
lebih meningkat dengan pemangku kepentingan Peskanai
4. Pengadaan Alat Tangkap Tkan
Untuk Nelayan
T.Penigadaan Benin Padl dan
Ketersedian Pasokan mnn 2 ﬁ%ﬂ gkil ‘Taman lain Ksiaten
Bahan Pokok/Pangan Bahan Pokok/ P (GEMBAS) 2. pengadaan Obat-obatan Serelonomian Dinas
Pokok( Kabupaten ANgAN | parang i Barang  |Ketersedian 200 Ha |300 Ha  [300 Ha 300 Ha pertanian Rp2,731,546,025 Pangan dan
5 & Dan Gerakan Pangan " &
Aceh Singkil Bukan M 3. Pengadaan Sapi Pemb DTPHP
daerah Produksi) peah 4.Gerakan Menan di Sekolah Spla ot
S s e Abisak
Kelancaran Distribusi Asisten Ditias
(Kabupaten Aceh s oz ; Kilogram 30.000 60.000 Lai Perekonomian
Singkil Bukan daerah Harga Subsidi transportasi |Beras Kg 40.000 Kg [50.000 Kg Kg Subsidi Ongkos angkut Beras Rp100,000,000 & Perhubunga
Produksi) Pembangunan B
Komunikasi Efektif
(Faktor Cuaca dan - 3 Bagian
Kerjasama Antar 5 g
MMM%HMMWMMM Dacrah Frekuensi 1. Kordinasi TPID dan Sosialisasi Lo S S
¢ B i Frekuensi .ﬂ“ﬂwﬂﬁwu_ Lintas Informasi 60 60 60 60 2. Kerjasama Antar Daerah Rp85,461,600 &
sungai yaitu Lea Pembangunan |Dinas
Cinendang dan Lae Pangan
Soraya. Yang sewaktu
Stabilisasi Harga
Lonjakan laju inflasi = . 5 g 3 Barang Kebutuhan " . ) 4 2 , S 5
tidak stabil Pengendalian Inflasi |Laju inflasi 1 Pokok dan B g Kec 1| Operasi Pasar Murah K i Terkait RpS504,964,202|Dinas ﬁngamwﬁ:w Perdagan
Penting

-y




REFORMASI BIROKRASI TEMA KEMISKINAN

Pameran produk . Jumlah produk S jenis 5 jenis Dinas
st Tlag 20 Jenis Pemberdayaan
Masih tingginya BUMK unggulan desa dan ol nggulan BUMK yang 0 produk 0 produk Pameran Rp250,000,000 M t DPMK
angka kemiskinan BUMK P di promosikan unggulan unggulan a.mbmw =
sebagai akibat i et
dampak pandemi Digitalisasi Dinas
covid, cakupan Meningkatkan Pembinaan dan 20 Jumlah pengurus 2 Pemberdayaan
pelayanan dasar yang| kemandirian Desa | promosi BUMK | BUMK Manegemeat | Om8ng, || niiMic vang dibina 0 40 Oreng 0 #)Qtng Pelatihan, LO0,00D,000 Masyarakat | DPMK
z ey Pemasaran BUMK =
masih minim dan dan Kampung
belum terintegrasinya T PETIDTITEATT DIES
pendataan penduduk Kecamat Management Orang MMHWV pe :Mﬂ.”:w 33 Orang 0 Oww 66 Orang Pelatihan 70,000,000 Pemberdayaan DPMK
ks . DRI Jang grang rang Moproslior
" . . Jumlah masyarakat - . e
3 Desa | Bordir Khas Singkil Orang wiskin %mbn( dibina 15 Orang (o] 0 15 Orang Pelatihan 40,000,000 Pemberdayaan DPMK
Maguaralat
Masih tingginya Pengembangan Per Usaha | 43.48 |Fasilitasi Usaha Persen |Bantuan peralatan ; mnas Bidang
angka kemiskinan ~ |UMKM Mikro yang Mikro menjadi usaha usaha mikro 43 43 43 129 e 2,139,911,600 Perindagkop | ymkm
7o A ® dan JIKM
Morwmwu w—ﬁwmﬁ : Perencanaan dan Persentase 43  |Fasilitasi Usaha IKM Persen |Bantuan peralatan : N i Bidang
wu...vmw pandemi Pembangunan pertumbuhan usaha IKM 22 22 22 66 T . 420,652,000 Perindagkop Industri
covid, cakupan S R ‘erkait dan
pelayanan dasar yang | Pemberdayaan UMKM | Peningkatan 2 Bimtek UMKM Kegiatan |Meningkatnya . . X Dmas Bidang
masih minim dan kualitas UMKM Kualitas Pendidikan 1 kali 1 kali 2 kali Terkait 174,179,600 Perindagkop UMKM
; : dg (M
belum terintegrasinya [ben 4ifikan dan Peningkatan 3 |Bimtek Koperasi Kegiatan |Meningkatnya ) ) ) ] Dmas Bidang
vn.ﬂa.mg penduduk palatihan lembaga kualitas lembaga Kualitas Pendidikan 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali m 5 242,790,400 Perindagkop Koperasi
miskin i A ; erkait dan LIKM
REFORMASI BIROKRASI TEMA P3DN
Masih banyak pelaku |Peningkatan Produk [Jumlah sosi Sosiali Kec Jumlah sosi i ]
usaha lokal belum dalam Negeri peningkatan n PDN Dinas Bidang
mendaftar ke e- 11 penggunaan produk 3 kali 3 kali Terkait 30,000,000 Perindagkop | Perdaganga
katalog dalam negeri dan UKM n

SINGKIL,




